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DAERAH KABUPATEN TABANAN DENGAN DESA 

PAKRAMAN BERABAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN 
DAN KEPASTIAN HUKUM

Oleh :
I Kadek Yudhi Pramadita1

Abstract
The author of this journal aims to analyze the cooperation agreement between the 
tourism management Tanah Lot Tabanan District Government with Pakraman 
Beraban not provide the right balance for the parties to the agreement and a 
cooperation agreement tourism management Tanah Lot justice for Pakraman 
Beraban. Jurnal was prepared using methods using a normative juridical 
research approaches legislation and approach to the concept. Based on the 
survey results revealed that the cooperation agreement tourism management 
Tanah Lot between the Regional Government of Tabanan regency with 
Pakraman Beraban not provide the right balance for the parties to the treaty 
because Tabanan regency has a higher position than Pakraman Beraban, so 
that the rights granted to the village pakraman not the same, the imbalance is 
also due Tabanan District Government want to manage the DTW Tanah Lot, in 
accordance with Article 12 Paragraph 3 of the Law of regional governments. 
Further, management cooperation agreement Tanah Lot tourism fair is to revise 
the substance of the agreements II in chapters 8 and 9 Paragraph (1), by applying 
the principle of legal equality and the principle of balance.

Keywords: Cooperation Agreement, Tourism Management, 
       Balance of Rights, justice

Abstrak
Penul�s jurnal �n� bertujuan untuk menganal�s�s perjanj�an kerjasama pengelolaan 
par�w�sata Tanah Lot antara Pemer�ntah Daerah Kabupaten Tabanan dengan 
Desa Pakraman Beraban t�dak member�kan kese�mbangan hak bag� para p�hak 
dalam perjanj�an tersebut serta perjanj�an kerjasama pengelolaan par�w�sata 
Tanah Lot yang berkead�lan bag� Desa Pakraman Beraban. Jurnal �n� d�susun 
menggunakan metode penel�t�an yur�d�s normat�f dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan has�l 
penel�t�an d�ketahu� bahwa Perjanj�an kerjasama pengelolaan par�w�sata Tanah 
Lot antara Pemer�ntah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman 
Beraban t�dak member�kan kese�mbangan hak bag� para p�hak dalam perjanj�an 
tersebut karena Kabupaten Tabanan mem�l�k� kedudukan yang leb�h t�ngg� dar� 

1 Program Stud� Mag�ster (S2) Kenotar�atan Un�vers�tas Braw�jaya, Malang, Jawa T�mur, Ema�l: 
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Desa Pakraman Beraban, seh�ngga hak yang d�ber�kan kepada Desa pakraman 
t�dak sama, Ket�dakse�mbangan tersebut juga d�karenakan Pemer�ntah Daerah 
Kabupaten Tabanan �ng�n mengelola send�r� DTW Tanah Lot tersebut, yang 
sesua� dengan Pasal 12 Ayat 3 UU Pemer�ntah daerah. Selanjutnya, Perjanj�an 
kerjasama pengelolaan par�w�sata Tanah Lot yang berkead�lan adalah dengan 
melakukan rev�s� terhadap substans� perjanj�an kerjasama II pada pasal 8 dan 9 
Ayat (1), dengan menerapkan asas persamaan hukum dan asas kese�mbangan.

Kata kunc�: Perjanjian Kerjasama, Pengelolaan Pariwisata, Keseimbangan  
         Hak, Berkeadilan

I. PENDAHULUAN
Kebudayaan Bal� merupakan 

salah satu dar� kebudayaan Nusantara 
yang sangat un�k dengan jat� d�r� yang 
khas. Jat� d�r� tersebut merupakan 
rajutan f�s�k, kelembagaan, dan 
gaya berf�k�r lokal, terpadu dengan 
s�stem kepercayaan, komun�tas, dan 
f�losof�. N�la�-n�la� universal, sepert� 
keharmon�san, rel�g�us, apres�as� 
estet�k, sol�dar�tas dan kese�mbangan 
merupakan c�r� utama kebudayaan 
Bal� yang d�dukung oleh sebag�an 
besar penduduknya yang menganut 
agama H�ndu. Konsep sp�r�tual yang 
kuat seh�ngga membuat Bal� terkenal 
d� seluruh dun�a.

Kebudayaan merupakan bag�an 
keh�dupan masyarakat Bal�. Budaya 
masyarakat Bal� menjad� daya tar�k yang 
pal�ng dom�nan dalam perkembangan 
par�w�sata d� Bal�. Hal �n� dapat 
terwujud karena masyarakat Bal� selalu 
memperkenalkan, melestar�kan dan 
men�ngkatkan mutu objek dan daerah 
tujuan w�sata (selanjutnya d�sebut 
DTW), mempertahankan norma-norma 
dan n�la�-n�la� budaya agama dan 
keh�dupan alam Bal�. Bal� d��dent�kkan 
dengan kebudayaan dan adat yang 

d�m�l�k� oleh masyarakatnya. Salah 
satu utama penyangga kebudayaan 
d� Bal�, ya�tu Desa Pakraman2, yang 
sebelumnya d�sebut Desa Adat3.

Dalam l�ngkungan masyarakat 
adat Bal�, d�kenal sebaga� “Desa 
Adat” yang mengorgan�s�r masyarakat 
secara bulat. Eks�stens� desa adat 
betul-betul kuat dan sangat dom�nan. 
Bahkan hamp�r menjangkau seluruh 
aspek keh�dupan.  Desa adat semak�n 
2 Nama Desa Pakraman berdasarkan Peraturan 

Daerah Prov�ns� Bal� Nomor 3 Tahun 2001 
tentang Desa Pakraman . Dalam Pasal 1 
angkat (4)  d�sebutkan “Desa Pakraman adalah 
kesatuan masyarakat hukum adat d� Prov�ns� 
Bal� yang mempunya� satu kesatuan trad�s� 
dan tata krama pergaulan h�dup masyarakat 
umat H�ndu secara turun temurun dalam 
�katan kahyangan tiga atau kahyangan desa 
yang mempunya� w�layah tertentu dan harat 
kekayaan send�r� serta berhak mengurus rumah 
tangganya send�r�” 

3         Nama Desa Adat berdasarkan Peraturan 
Daerah Prov�ns� Daerah T�ngkat I Bal� 
Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, 
Fungs� Peranan Desa Adat Sebaga� Kesatuan 
Masyarakat Hukum Adat Dalam Prov�ns� 
Daerah T�ngkat I Bal� yang dalam Pasal 1 
huruf (e) d�sebutkan “Desa Adat sebaga� Desa 
Dresta adalah kesatuan masyarakat hukum 
adat d� Prov�ns� Daerah T�ngkat I Bal� yang 
mempunya� satu kesatuan trad�s� dan tata 
karma pergaulan h�dup masyarakat umat H�ndu 
secara turun temurun dalam �katan kahyangan 
tiga (kahyangan desa) yang mempunya� 
w�layah tertentu dan harta kekayaan send�r� 
serta berhak mengurus rumah tangganya 
send�r�”.
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berpegangan kepada suatu sarana yang 
menyebabkan semak�n bulat yang 
d�sebut Pura Kahyangan Tiga. Pura 
Khayangan Tiga mel�put� Pura Dalem, 
Pura Puseh dan Pura Desa.4

Desa Pakraman d� Bal� adalah 
satu masyarakat hukum yang mem�l�k� 
otonom� asl�, ya�tu kewenangan untuk 
mengatur atau mengurus rumah 
tangganya send�r�, kekuasaan mana 
terlah�r dar� desa �tu send�r�, t�dak 
dar� kekuasaan la�n yang leb�h t�ngg�. 
Dengan otonom� desa yang d�m�l�k� 
oleh Desa Pakraman, maka Desa 
Pakraman t�dak saja mengurus� peran-
peran sos�al budaya dan keagamaan, 
mela�nkan juga peran ekonom� dalam 
menyejahterakan masyarakat dengan 
berpedoman pada awig-awig5. Awig-
awig Desa Pakraman merupakan 
4 Tjok Raka Dherana, Pembinaan Awig-awig 

Desa, (Jakarta: Par�sada H�ndu Dharma Pusat, 
1974), hlm. 8, t�ap desa d� Bal� mengandung 
t�ga unsur kahyangan t�ga, konkr�t�sas� tempat 
pemujaan sang hyang w�d� wasa, Tuhan Yang 
Maha Esa yang man�festas� dalam Tri Sakti, 
Tri Murti – karang desa, sebaga� konkr�t�sas� 
proyeks� dar� adanya bhuwana yang tunduk 
d�bawah  kekuasaan hukum ter�tor�al bale 
agung  karma adat sebaga� suatu kesatuan 
h�dup yang terorgan�s�r secara rap� dalam 
w�layah kesatuan terr�tor�al bale agung, secara 
selungsung sabhayantaka bersama-sama 
melaksanakan panca yadnya dan seluruh 
aspek keh�dupan masyarakat untuk mahayu 
hayuning bhuwana atas landasan eth�s 
agama Tri Pramana : Bayu, Sabda,dan  Idep. 
Kahyangan tiga d�mula� oleh sejak Empu 
Kuturan abad X d� set�ap desa d� Bal�.

5 Pasal 1 angka 11, Peraturan Daerah Prov�ns� 
Bal� Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa 
Pakraman d�sebutkan : Awig-awig adalah 
aturan yang d�buat oleh karma desa dan 
atau banjar pakraman yang d�paka� sebaga� 
pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana 
sesua� dengan desa mawacara dan dharma 
agama d� Desa Pakraman/ banjar pakraman 
mas�ng-mas�ng

patokan t�ngkah laku, ba�k tertul�s 
maupun t�dak tertul�s, yang d�buat oleh 
karma Desa Pakraman berdasarkan 
rasa kead�lan dan kepatuhan yang 
h�dup dalam masyarakat.  Dengan 
fungs� dan otonom� yang d�m�l�k� 
Desa Pakraman yang d�payung� oleh 
awig-awig seh�ngga sampa� saat �n�, 
Desa Pakraman tetap eks�s dalam 
hubungan antara karma (anggota 
Desa Pakraman) dengan tuhan, antara 
karma desa dengan sesame karma 
desa dan antara karma desa dengan 
l�ngkungannya, termasuk dalam 
pengelolaan harta kekayaan Desa 
Pakraman serta pengelolaan kekayaan 
budaya masyarakat Bal�.

Bal� sebaga� dest�nas� w�sata yang 
sudah terkenal ba�k d� dalam neger� 
maupun luar neger�. Sesua� dengan 
Pasal 23 Ayat (1) huruf c  Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepar�w�sataan (selanjutnya d�sebut 
UU Kepar�w�sataan) menjelaskan 
bahwa Pemer�ntah maupun Pemer�ntah 
Daerah mem�l�k� kewaj�ban untuk 
memel�hara, mengembangkan, dan 
melestar�kan aset nas�onal yang 
menjad� daya tar�k w�sata.

Pengelolaan daya tar�k w�sata 
yang d�lakukan oleh Desa Pakraman 
dapat d�amat� pada pola keh�dupan 
masyarakat adat dengan agama 
H�ndu Bal�, adat dan budayanya yang 
menyatu padu dalam suasana yang 
harmon�s. Ikatan �n� terwadah� dalam 
�nst�tus� trad�s�onal yang d�sebut 
lembaga adat, ya�tu desa adat, banjar 
subak sekaa dan sebaga�nya lembaga 
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�n� merupakan bas�s atau �nst�tus� 
budaya yang bers�fat budaya, agama 
dan ekonom�.

Salah satu objek w�sata yang 
terkenal d� Bal� adalah Tanah Lot, 
DTW Tanah Lot terletak d� Kabupaten 
Tabanan, Kecamatan Ked�r�, Desa 
Adat Beraban. DTW Tanah Lot mula� 
d�kenal sebaga� objek w�sata andalan 
d� Kabupaten Tabanan oleh w�satawan 
mancanegara dan domest�k sejak 
tahun 1970-an. Tanah Lot mulanya 
d�kelola swadaya oleh masyarakat 
dengan sarana dan prasarana yang 
sangat m�n�m dan hanya d�kunjung� 
oleh w�satawan lokal pada har�-har� 
l�bur saja. Namun sekarang Tanah 
Lot sudah berkembang menjad� objek 
w�sata yang amat terkenal dan selalu 
rama� d�kunjung� t�dak hanya har� l�bur 
saja, tetap� d� har�-har� b�asa dengan 
sarana pendukung yang sudah leb�h 
ba�k.

DTW Tanah Lot merupakan 
termasuk tanah ayahan desa  oleh 
Desa Pakraman Beraban, namun 
d�amb�l al�h oleh Pemer�ntah Daerah 
Kabupaten Tabanan, ket�dakad�lan 
dalam penyelenggaraan pengelolaan 
obyek w�sata Tanah Lot terjad� karena 
p�hak yang berhak adalah Pemer�ntah 
Daerah Kabupaten Tabanan, tetap� juga 
sebaga� ak�bat dom�nas� Pemer�ntah 
Daerah Kabupaten Tabanan dalam 
penyelenggaraan pengelolaan obyek 
w�sata Tanah Lot. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 
Peraturan Daerah Prov�ns� Bal� Nomor 
2 tahun 2012 tentang Kepar�w�sataan 

Budaya Bal� (selanjutnya d�sebut 
Perda Kepar�w�sataan Budaya Bal�)  
menjelaskan bahwa :“Desa pakraman 
dan/ atau lembaga trad�s�onal la�nnya 
dapat bekerjasama dengan pemer�ntah 
daerah melakukan usaha-usaha untuk 
mencegah akt�v�tas kepar�w�sataan 
yang t�dak sesua� dengan kepar�w�sataan 
budaya Bal�”.

Ketentuan Pasal 25 Perda 
Kepar�w�sataan Budaya Bal�, 
merupakan penjabaran dar� ketentuan 
Pasal 1 angka 3 UU Kepar�w�sataan 
yang menjelaskan bahwa “Par�w�sata 
adalah berbaga� macam keg�atan 
w�sata dan d�dukung berbaga� fas�l�tas 
serta layanan yang d�sed�akan oleh 
masyarakat, pengusaha, Pemer�ntah 
dan Pemer�ntah Daerah”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 
Kepar�w�sataan tersebut, masyarakat, 
dalam hal �n� Desa Pakraman ya�tu 
Desa Pakraman Beraban, d�ber� hak 
oleh peraturan perundang-undangan 
untuk member�kan pelayanan serta 
menyed�akan fas�l�tas d� dalam obyek 
w�sata kepada w�satawan, ba�k karena 
obyek w�sata tersebut berada d� dalam 
w�layah Desa Pakraman, maupun 
karena obyek �tu merupakan m�l�k Desa 
Pakraman. Pemer�ntah Daerah dan Desa 
Pakraman dapat menyelenggarakan 
pengelolaan obyek w�sata secara 
bersama-sama tanpa mengedepankan 
hegemoni6 kekuasaan pemer�ntah. 
6 hegemoni merupakan sebuah teor� yang 

d�kemukakan oleh Gramsci yang menekankan 
kepem�mp�nan cultural yang d�laksanakan 
oleh kelas penguasa. Hegemon�  merupakan 
pemaksaan yang d�lakukan oleh  eksekut�f 
untuk  menekan rakyat dalam menjalankan 
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Pengaba�an kedudukan dan fungs� dar� 
Desa Pakraman dalam pengelolaan 
obyek w�sata dem�k�an �tu secara 
berlarut-larut dapat menjad� sumber 
konfl�k yang berkepanjangan antara 
desa Pakraman dengan Pemer�ntah 
Daerah. Untuk mencapa� keberhas�lan 
serta member�kan kead�lan dalam 
pengelolaan obyek w�sata d�butuhkan 
kerja sama antara Pemer�ntah Daerah 
dengan Desa Pakraman sebaga�mana 
yang d�tentukan dalam Pasal 5 
huruf c UU Kepar�w�sataan yang 
menyatakan bahwa “kepar�w�sataan 
d�selenggarakan dengan pr�ns�p  
member manfaat untuk kesejahteraan  
rakyat, kead�lan, kesetaraan dan 
propors�onal�tas”.

Berbeda dar� ketentuan dalam 
Pasal 5 huruf c, kerjasama yang 
d�lakukan Pemer�ntah Daerah dengan 
Desa Pakraman yang d�s�n� penul�s 
leb�h menekankan pada kerjasama 
yang d�lakukan Pemer�ntah Daerah 
Kabupaten Tabanan dengan Desa 
Pakraman Beraban, d�mana untuk 
mem�n�mal�s�r konfl�k yang terjad� 
dalam pengelolaan obyek w�sata, 
sesua� juga dengan ketentuan 
Peraturan Pemer�ntah Nomor 50 tahun 
2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Kerjasama Daerah (selanjutnya 
d�sebut PP Tata Cara Pelaksanaan 
kerjasama Daerah) d�mana dalam 
Pasal 2 huruf c menyatakan bahwa 

keb�jakan tertentu d� suatu w�layah, dalam 
buku I Wayan Wesna, Pertarungan Politik 
Hukum Negara Dan Politik Kebudayaan, 
(Denpasar: Udayana Unevers�ty Press, 2010), 
hlm 46 .

“kerjasama daerah d�lakukan dengan 
pr�ns�p s�nerg�”. Pengert�an s�nerg� 
yang d�maksud dalam Pasal 2 huruf c 
adalah suatu upaya untuk mewujudkan 
keharmon�san antara Pemer�ntah, 
masyarakat dan p�hak swasta 
untuk melakukan kerjasama dem� 
mewujudkan kesejahteraan dalam 
masyarakat. Dem�k�an juga dalam 
Pasal 2 huruf d yang menyatakan 
bahwa: “kerjasama daerah d�lakukan 
dengan pr�ns�p sal�ng menguntungkan”. 
Sal�ng menguntungkan d�s�n� adalah 
pelaksanaan kerjasama daerah harus 
dapat member�kan keuntungan 
bag� mas�ng-mas�ng p�hak dan 
dapat member�kan manfaat bag� 
masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 
2 huruf c dan Pasal 2 huruf d PP 
Tata Cara Pelaksanaan kerjasama 
Daerah, kerjasama antara Pemer�ntah 
Daerah dengan Desa Pakraman 
dapat member�kan kead�lan dan 
kepast�an hukum dalam pengelolaan 
obyek w�sata. Kerjasama tersebut 
juga bermanfaat dalam mencegah 
hegemon� Pemer�ntah Daerah dalam 
mempos�s�kan Desa Pakraman dalam 
penyelenggaraan pengelolaan obyek 
w�sata.

Desa Pakraman Beraban d� 
dalam perjanj�an kerjasama ba�k yang I 
maupun II t�dak mendapatkan hak yang 
sepantasnya dalam perjanj�an tersebut. 
DTW Tanah Lot �tu terdapat Pura 
Luhur Tanah Lot yang perlu d�adakan 
odalan (upacara keagamaan) set�ap 
enam bulan sekal� serta perlu d�jaga 
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dan d�lestar�kan kesuc�an dar� Pura 
Luhur Tanah Lot tersebut, seh�ngga 
merug�kan dan t�dak member�kan 
kead�lan bag� Desa Pakraman Beraban 
dan perjanj�an kerjasama tersebut 
t�dak mencerm�nkan kead�lan dan 
kese�mbangan yang selaras dengan 
hukum perjanj�an.

Dar� latar belakang masalah 
yang telah d�paparkan penul�s tersebut 
d�atas menar�k untuk membuat karya 
�lm�ah dengan judul “Perjanjian 
Kerjasama Pengelolaan Pariwisata 
Tanah Lot Antara Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tabanan Dengan 
Desa Pakraman Beraban Dalam 
Perspektif Keadilan dan Kepastian 
Hukum”.

Dar� latar belakang permasalahan 
yang telah d�ura�kan d�atas, maka dapat 
d�rumuskan permasalahan yang terjad� 
pokok kaj�an adalah sebaga� ber�kut:
1) Mengapa perjanj�an kerjasama 

pengelolaan par�w�sata Tanah 
Lot antara Pemer�ntah Daerah 
Kabupaten Tabanan dengan 
Desa Pakraman Beraban t�dak 
member�kan kese�mbangan hak 
bag� para p�hak dalam perjanj�an 
tersebut?

2) Baga�mana perjanj�an kerjasama 
pengelolaan par�w�sata Tanah 
Lot yang berkead�lan bag� Desa 
Pakraman Beraban?
Or�g�nal�tas penel�t�an �n� dar� 

penel�t�an-penel�t�an terdahulu adalah: 
pertama jurnal mag�ster hukum 
udayana (udayana master law journal) 
berjudul kewenangan pemer�ntah 

kabupaten badung dalam pengendal�an 
per�z�nan pembangunan sarana 
akomodas� par�w�sata yang d�tul�s 
oleh Ar� Artaya7, kedua dar� jurnal 
�lmu komun�kas� berjudul strateg� 
publ�c relat�ons par�w�sata Bal� yang 
d�tul�s oleh Kadek Dw� Cahaya Putra8. 
Dar� kedua jurnal d�atas berbeda dar� 
penel�t�an �n� yang leb�h memfokuskan 
kerjasama pengelolaan kepar�w�sataan 
yang berspekkt�f kead�lan dan 
kepast�an hukum.

Penel�t�an hukum �n� mempunya� 
2 tujuan yakn� Tujuan Umum dan 
Tujuan Khusus:

1) Tujuan Umum: 
Untuk menganal�s�s perjanj�an 
kerjasama pengelolaan par�w�sata 
Tanah Lot antara Pemer�ntah Daerah 
Kabupaten Tabanan dengan Desa 
Pakraman Beraban  t�dak mengatur 
kese�mbangan hak bag� para p�hak 
dalam perjanj�an tersebut dan untuk 
menganal�s�s perjanj�an kerjasama 

7 ARTAYA, Ar�. KEWENANGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN 
BADUNG DALAM PENGENDALIAN 
PERIZINAN PEMBANGUNAN 
SARANA AKOMODASI 
PARIWISATA. Jurnal Magister 
Hukum Udayana (Udayana Master 
Law Journal), vol.5 no.3 ed�s� september 
2016. <https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.
php.jmhu/art�cle/v�ew/23660>. D�akses 
tanggal: 24 jan. 2017. do�:https://do�.
org/10.24843/JMHU.2016.v05.�03.p10.

8 PUTRA, Kadek Dw� Cahaya. Strateg� 
Publ�c Relat�ons Par�w�sata Bal�. Jurnal 
ILMU KOMUNIKAS, vol.5 no.1 ed�s� 
jun� 2008. <https://ojs.uajy.ac.�d/�ndex.
php.jmhu/art�cle/v�ew/217>. D�akses 
tanggal: 24 jan. 2017. do�:https://do�.
org/10.24002/j�k.v5�1.217
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pengelolaan Par�w�sata Tanah Lot 
yang mencerm�nkan berkead�lan bag� 
Desa Pakraman Beraban.
2) Tujuan Khusus: untuk 

memaham� perjanj�an kerjasama 
pengelolaan par�w�sata Tanah 
Lot antara Pemer�ntah Daerah 
Kabupaten Tabanan dengan 
Desa Pakraman Beraban  t�dak 
mengatur kese�mbangan para 
p�hak dalam perjanj�an tersebut 
dan untuk memaham� perjanj�an 
kerjasama pengelolaan 
Par�w�sata Tanah Lot yang 
mencerm�nkan berkead�lan bag� 
Desa Pakraman Beraban.

II.  METODE PENELITIAN
Penel�t�an yang d�gunakan 

dalam tes�s �n� adalah penel�t�an 
hukum9 normat�f. Penel�t�an hukum 
normat�f d�sebut juga penel�t�an hukum 
doktr�nal, d�sebut juga penel�t�an 
perpustakaan atau stud� dokumen.10 
Penel�t�an hukum normat�f adalah 
pemecahan masalah yang d�dasarkan 
pada peraturan perundang-undangan 
dan l�terature-l�teratur yang berka�tan 
dengan permasalahan yang d�bahas 
beranjak dar� adanya kesenjangan 
dalam Norma atau asas hukum, yang 
9  Peter Madmud Marzuk�, Penelitian Hukum, 

(Jakarta: Kencana, 2007), hlm 35, mengatakan 
bahwa penel�t�an hukum adalah suatu proses 
untuk menemukan aturan hukum, pr�ns�p-
pr�ns�p hukum, maupun doktr�n-dokr�n hukum 
guna menjawab �su hukum yang d�hadap�. 

10 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam 
Praktek, (Jakarta: S�nar Graf�ka, 2002), hlm. 
13. D�sebut penel�t�an hukum dokr�ner, karena 
penel�t�an �n� d�lakukan atau d�tujukan hanya 
pada peraturan –peraturan yang tertul�s atau 
bahan-bahan hukum yang la�n. 

mem�l�k� c�rr� dengan menggunakan 
landasan teor�t�s dan bahan hukum 
yang terd�r� atas bahan hukum pr�mer 
dan bahan hukum sekunder.11 Pada 
penel�t�an hukum jen�s �n�, ser�ng kal� 
hukum d�konsepkan sebaga� apa yang 
tertul�s dalam peraturan perundang-
undangan (law in books) atau hukum 
d�konsepkan sebaga� ka�dah atau 
Norma yang merupakan patokan 
berpr�laku manus�a yang d�anggap 
pantas.12

Pendekatan yang d�gunakan 
dalam penel�t�an �n� adalah 
Pendekatan perundang - undangan 
(statute approach)13 pendekatan 
11 Bambang Sugono, Metodelogi Penelitian 

Hukum, (Jakarta: Raja Graf�ndo, 2009), hlm. 
41 

12 Am�rud�n dan Za�nal As�k�n, Pengantar 
Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 
Graf�ndo Persada, 2006), hlm. 118

13 Johnny Ibrah�m, Teori Dan Metode Penelitian 
Hukum Normatif, (Malang: Bayumed�a, 2005), 
hlm. 246 – 249. Pendekatan �n� menggunakan 
Pendekatan Perundang – undangan ( statute 
approach ) yang mem�l�k� c�r� – c�r� : 1) 
Comprehensive ( norma – norma hukum 
yang ada d� dalamnya terka�t antara satu 
dengan la�n secara log�s ), 2) All-inclusive 
( kumpulan norma hukum tersebut cukup 
mampu menampung permasalahan hukum 
yang ada, seh�ngga t�dak akan ada kekurangan 
hukum ), 3) Sistematic ( d� samp�ng bertautan 
antara satu dengan yang la�n, norma – norma 
hukum tersebut juga tersusun secara h�erark�s 
), Pendekatan Kasus ( cese approach ) dan 
Pendekatan Konsep ( conseptual approc ) .  
Sela�n pendekatan tersebut dalam penel�t�an 
hukum normat�f juga d�gunakan bebarapa 
pendekatan la�n, ya�tu :), Pendekatan 
Anal�t�s ( analytical approach ), Pendekatan 
Perband�ngan ( comparative approach ), 
Pendekatan H�stor�s ( historical approach ), 
Pendekatan F�lsafat ( philosophical approach 
), Pada hlm. 47, d�sebutkan  tentang kes�mpulan 
dar� metode penel�t�an hukum normat�f 
adalah suatu prosedur penel�t�an �lm�ah untuk 
menemukan kebenaran berdasarkan log�ka 
ke�lmuan hukum dar� s�s� normat�fnya. Log�ka 
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konsep (conceptual approach) untuk 
menghas�lkan konsep perba�kan, 
pendapat ahl� dar� l�teratur, jurnal, 
koran, dan art�kel dar� �nternet sebaga� 
bahan pendekatan untuk menganal�sa.14 
Melalu� pendekatan �n� maka penul�s 
menggal� bahan-bahan hukum, ba�k 
yang d�publ�kas�kan maupun yang 
t�dak d�publ�kas�kan dan untuk 
selanjutnya penul�s menganal�s�s dan 
meny�mpulkan permasalahan tersebut 
berdasarkan bahan hukum yang 
d�peroleh. Pendekatan �n� d�lakukan 
dengan jalan menelusur� bahan-bahan 
pustaka, ba�k l�teratur, Undang-
Undang, Peraturan-peraturan yang 
d�keluarkan Pemer�ntah dan teor�-teor� 
yang ada. 

Sumber bahan hukum yang 
d�pergunakan dalam penel�t�an 
�n� dapat d�bedakan ke dalam dua 
kelompok ya�tu:

Menurut Peter Marzuk�, bahan 
hukum pr�mer merupakan bahan 
hukum yang bers�fat otor�tat�f art�nya 
mempunya� otor�tas. Bahan-bahan 
hukum pr�mer terd�r� dar� perundang-
undangan, catatan-catatan resm� 
atau r�salah pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hak�m.  
Bahan hukum yang d�gunakan dalam 
penel�t�an �n�, berupa Undang-Undang 

ke�lmuan yang ajeg dalam penel�t�an hukum 
normat�f d�bangun berdasarkan d�s�pl�n �lm�ah 
dan cara - cara kerja �lmu hukum normat�f, 
ya�tu �lmu hukum yang objeknya hukum �tu 
send�r�.

14 Metode penel�t�an dengan pendekatan 
perband�ngan d�sebut comparative approach 
ya�tu memband�ngkan pendapat ahl� untuk 
mel�hat suatu masalah.

Dasar Negara Republ�k Indones�a 
Tahun 1945, UU Pemer�ntah Daerah, 
UU Kepar�w�sataan, UU Desa, 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tabanan 
Tahun 2016-2021, - P e r j a n j � a n 
Kerjasama No 358/ DPBRB/XI/2011 
tentang pengelolaan daya tar�k Tanah 
Lot dan Wawancara dengan p�hak dar� 
Pemer�ntah Daerah ya�tu dengan Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Kabupaten Tabanan, D�nas 
Pendapatan Kabupaten Tabanan, 
D�nas Par�w�sata Kabupaten Tabanan, 
dan Bendesa Adat Desa Beraban 
untuk mendapatkan konf�rmas� dan 
klar�f�kas� tentang perjanj�an kerjasama 
tersebut yang t�dak mencerm�nkan 
kese�mbangan.

Bahan hukum sekunder berupa 
bahan hukum yang terd�r� dar� 
doktr�n-doktr�n yang ada dalam buku-
buku, jurnal hukum, �nternet dan 
majalah hukum yang relevan dengan 
permasalahan yang d�tel�t�.

Penel�t�an �n� d�lakukan dengan 
metode pengumpulan bahan hukum 
yur�d�s, melalu� stud� kepustakaan 
dan stud� dokumentas�. Metode 
penelusuran bahan hukum �n� d�lakukan 
dalam bentuk kaj�an terhadap l�teratur, 
dokumen-dokumen, karya �lm�ah dan 
ber�ta pada �nternet.

Tekn�k anal�s�s bahan, ya�tu 
menganal�s�s data dar� bahan hukum 
pr�mer dan  sekunder untuk kemud�an 
data yang d�peroleh tersebut d�olah 
dan d�susun secara s�stemat�s serta 
d�ura�kan, seh�ngga d�peroleh 
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gambaran yang jelas dan lengkap 
tentang obyek penel�t�an seh�ngga 
d�peroleh anal�s�s yang mendalam 
tentang perjanj�an kerjasama 
pengelolaan par�w�sata Tanah Lot 
antara Pemer�ntah Daerah Kabupaten 
Tabanan dengan Desa Pakraman 
Beraban dalam perspekt�f kead�lan 
dan kepast�an hukum. Data yang 
d�peroleh kemud�an d�p�l�h dan d�olah 
dengan menganal�s�s secara kual�tat�f 
ya�tu dengan menghubungkan antara 
data yang ada, yang berka�tan dengan 
pembahasan dan selanjutnya d�saj�kan 
secara deskr�pt�f. Maksudnya data 
yang telah rampung tad� d�paparkan 
dengan d�serta� anal�s�s sesua� dengan 
teor� yang terdapat pada buku-buku, 
l�teratur dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, guna 
mendapatkan kes�mpulan sebaga� 
akh�r dar� penul�san tes�s �n�.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perjanjian Kerjasama 

Pengelolaan Pariwisata Tanah 
Lot Antara Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tabanan 
Dengan Desa Pakraman 
Beraban Tidak Memberikan 
Keseimbangan Hak Bagi Para 
Pihak Dalam Perjanjian 
Perjanj�an kerjasama merupakan 

perjanj�an t�dak bernama yang d�atur 
d� luar KUHPerdata, tetap� terjad� d� 
dalam masyarakat. Lah�rnya perjanj�an 
kerjasama d� dalam praktek adalah 
berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata.  
Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) 

KUHPerdata, ketentuan �n� berbuny� 
“Semua persetujuan yang d�buat secara 
sah berlaku sebaga� Undang-Undang 
bag� mereka yang membuatnya”.

Perjanj�an antara Pemer�ntah 
Daerah Kabupaten Tabanan dengan 
Desa Pakraman Beraban telah 
memenuh� syarat perjanj�an. Mengena� 
syarat-syarat perjanj�an yang telah 
d�jelaskan maka sesua� dengan 
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata 
dan d�dukung Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 
(selanjutnya d�sebut UU Tata Cara 
Pelaksanaan Kerja sama Daerah). Pasal 
1320 KUHPerdata mencakup empat 
syarat fundamental yang harus d�penuh� 
agar perjanj�an dapat d�nyatakan sah. 
Maka sesua� dengan perjanj�an yang 
d�buat antara Pemer�ntah Kabupaten 
Tabanan dengan Desa Pakraman 
Beraban bahwa, antara para p�hak telah 
sepakat untuk meng�katkan d�r�, �n� 
telah sesua� dengan syarat perjanj�an 
pada bag�an pertama. Mengena� 
kecakapan untuk membuat perjanj�an, 
para p�hak telah memenuh� syarat 
yang terdapat pada bag�an kedua. In� 
terbukt� dar� kedua belah p�hak yang 
sal�ng bersepakat membuat perjanj�an 
mas�ng-mas�ng antara Pemer�ntah 
Daerah Kabupaten Tabanan (N� Putu 
Eka W�ryastut�/Bupat� Tabanan) 
dengan Desa Pakraman Beraban 
(I Wayan Artawa/ Bendesa Adat 
Beraban) telah memenuh� syarat 
sebaga� badan hukum/ subyek hukum. 
Untuk syarat ke t�ga, ya�tu mengena� 
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suatu hal tertentu dapat d�jelaskan 
bahwa sesua� dengan �s� perjanj�an 
telah jelas yang menjad� objek/ prestas� 
adalah mengena� pengelolaan objek 
w�sata Tanah Lot. Prestas� terd�r� 
atas member�kan sesuatu, berbuat 
sesuatu dan t�dak berbuat sesuatu 
(Pasal 1234 KUHPerdata). Sedangkan 
yang terakh�r tentang suatu sebab 
yang halal, dapat d�jelaskan adalah 
sebab yang d�benarkan oleh Undang-
Undang, ketert�ban umum, keb�asaan, 
kepatutan, dan kesus�laan. Jad� j�ka 
d�l�hat dar� hal tersebut d� atas maka 
sesungguhnya perjanj�an yang d�buat 
Pemer�ntah Kabupaten Tabanan 
dengan Desa Pakraman Beraban belum 
memenuh� kepatutan, �n� dapat d�l�hat 
dar� �s� perjanj�an mengena� hak dan 
kewaj�ban mas�ng-mas�ng p�hak yang 
sesua� anal�sa t�dak se�mbang.

Dar� suatu perjanj�an tersebut 
maka akan t�mbul suatu hak dan 
kewaj�ban dar� para p�hak yang 
membuatnya. Hak d�art�kan sebaga� 
suatu tuntutan atau dapat juga d�buat 
oleh atau atas nama seseorang �nd�v�du 
atau kelompok pada beberapa kond�s� 
atau kekuasaan.  Hak merupakan segala 
sesuatu yang harus d�dapatkan oleh 
set�ap orang yang telah ada sejak lah�r 
dan bahkan sebelum lah�r. Dengan 
hak yang d�m�l�k�nya, seseorang 
dapat mewujudkan apa yang menjad� 
ke�ng�nan dan kepent�ngannya. 
Hak yang terkandung dalam suatu 
perjanj�an kerjasama adalah hak n�sb� 
atau hak relat�f yang member�kan 
wewenang kepada seseorang tertentu 

atau beberapa orang tertentu untuk 
menuntut agar supaya seseorang 
atau beberapa orang la�n tertentu 
member�kan sesuatu.

Kewaj�ban merupakan suatu 
pemenuhan kepent�ngan yang d�aku� 
dan d�l�ndung� oleh hukum. Hak dan 
kewaj�ban merupakan suatu konsep 
kunc� dalam yur�sprudens� dan et�ka 
yang sama d�mana hak ber�s� tuntutan 
dan kond�s� ba�k dan kewaj�ban 
d�harapkan untuk menyumbang 
menjad� ba�k. Adanya hak pada 
seseorang berart� bahwa �a mempunya� 
suatu ke�st�mewaan tersebut adanya 
suatu kewaj�ban pada seseorang 
berart� bahwa d�m�nta dar�padanya 
suatu s�kap atau t�ndakan yang sesua� 
dengan ke�st�mewaan yang ada pada 
orang la�n. 

Perjanj�an kerjasama II t�dak 
terdapatnya suatu kese�mbangan antara 
hak dan kewaj�ban yang d�peroleh Desa 
Pakraman Beraban dalam pengelolaan 
DTW Tanah Lot. Ket�dakse�mbangan 
tersebut merupakan suatu pelanggaran 
atas apa yang d�m�l�k� oleh 
masyarakat Desa Pakraman Beraban. 
Suatu kewaj�ban bag�  Pemer�ntah 
Kabupaten Tabanan, sebaga� p�hak 
yang mem�l�k� kewenangan untuk 
dapat melakukan kerjasama yang 
d�dasar� atas Peraturan Pemer�ntah 
Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. 
Kewaj�ban yang d�sertakan dalam �s� 
perjanj�an seharusnya t�dak merug�kan 
masyarakat Desa Pakraman Beraban 
yang pada kenyataannya Pemer�ntah 
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Daerah Kabupaten Tabanan �kut 
mendapatkan has�l dar� Pengelolaan 
Objek w�sata Tanah Lot, namun 
t�dak ada tanggung jawab untuk 
�kut memel�hara dan membantu 
kelangsungan pembangunan 
�nfrastruktur dan pemel�haraan pura 
sebaga� t�mbal bal�k dar� mendapat 
bag�an berupa pembag�an has�l 
pengelolaan objek w�sata Tanah Lot. 
Seh�ngga dalam perjanj�an tersebut 
mencerm�nkan sesua� asas dalam 
perjanj�an.

3.1.1 Faktor Yang Menyebabkan 
Tidak diberikan Keseim-
bangan Hak Bagi Para Pihak 
Dalam Perjanjian
Dalam suatu perjanj�an 

kerjasama, kese�mbangan antara 
hak dan kewaj�ban dar� para p�hak 
merupakan hal yang utama sebaga� 
dasar pert�mbangan lah�rnya perjanj�an 
kerjasama tersebut. Pelaksanaan hak 
dan kewaj�ban haruslah berjalan 
se�mbang.  Art�nya,  para  p�hak  t�dak  
boleh  terus menuntut  hak  tanpa  
memenuh�  kewaj�ban. 

Kese�mbangan dalam suatu 
perjanj�an merupakan suatu kond�s� 
antara hak dan kewaj�ban tersebut 
d�jalankan dengan sama oleh para 
p�hak dalam perjanj�an. Dalam 
perjanj�an terdapat faktor yang 
mempengaruh� kese�mbangan tersebut 
adalah kedudukan p�hak yang t�dak 
setara seh�ngga t�mbul ket�daksetaraan 
prestas� yang d�janj�kan t�mbale bal�k.

Dalam perjanj�an kerjasama 
II Pemer�ntah daerah Kabupaten 
Tabanan mem�l�k� kedudukan yang 
leb�h t�ngg� dar� Desa Pakraman 
Beraban, seh�ngga hak yang d�ber�kan 
kepada Desa pakraman t�dak Sama 
dengan apa yang d�peroleh Pemer�ntah 
Daerah Kabupaten Tabanan.15 
Ket�dakse�mbangan tersebut juga 
d�karenakan Pemer�ntah Daerah 
Kabupaten Tabanan �ng�n mengelola 
send�r� DTW Tanah Lot tersebut, yang 
sesua� dengan Pasal 12 Ayat 3 UU 
Pemer�ntah daerah. Dalam Pasal 12 
Ayat 3 UU Pemer�ntah Daerah tersebut 
terdapat suatu kewenangan dar� 
pemer�ntah daerah dalam pengelolaan 
par�w�sata.16 Seh�ngga pemer�ntah 
Daerah Kabupaten Tabanan �ng�n 
mengelola send�r� DTW Tanah Lot 
tersebut, padahal DTW Tanah Lot 
tersebut berada d� kawasan Desa 
Pakraman Beraban. Dalam areal DTW 
Tanah Lot tersebut terdapat pura-pura 
yang perlu d�jaga, d�lestar�kan kesuc�an 
pura dan d�laksanakan piodalan 
(upacara) set�ap enam bulannya 
yang d�laksanakan oleh Pengempon 

15 Has�l wawancara dengan  bag�an hukum 
DPRD kabupaten Tabanan  pada har� kam�s, 
tanggal 2 maret 2017 

16  Pasal 12 Ayat 3 UU Pemer�ntah Daerah 
menjelaskan bahwa Urusan Pemer�ntah 
p�l�han sebaga�mana d�maksud dalam pasal 11 
ayat (1), mel�put� :

a. Kelautan dan per�kanan
b. Par�w�sata
c. Pertan�an
d. Kehutanan
e. Energ� dan sumber daya m�neral
f. Perdagangan
g. Per�ndustr�an, dan
h. transm�gras�
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pura dan masyarakat Desa Pakraman 
Beraban.

Dar� pembahasan tersebut Desa 
Pakraman Beraban t�dak memperoleh 
perl�ndungan hukum yang semest�nya. 
Perl�ndungan hukum adalah t�ndakan 
yang member�kan perl�ndungan 
terhadap hak asas� manus�a terhadap 
ke sewenang-wenangan penguasa yang 
t�dak sesua� dengan aturan hukum, 
agar masyarakat dapat men�kmat� 
semua hak yang d�ber�kan oleh hukum. 
Desa Pakraman Beraban dalam 
perjanj�an tersebut d�katakan dalam 
pos�s� yang m�nor atau pos�s� rendah, 
seh�ngga hak dan kewaj�ban Desa 
Pakraman tersebut berbeda dengan 
apa yang d�peroleh oleh Pemer�ntah 
Daerah Kabupaten Tabanan yang 
dalam perjanj�an mem�l�k� pos�s� 
sebaga� penguasa. Sela�n Desa 
Pakraman Beraban, Pemer�ntah 
Daerah Kabupaten Tabanan juga �kut 
memel�hara, membantu kelangsungan 
pembangunan �nfrastruktur dan 
pemel�haraan pura sebaga� t�mbale 
bal�k dar� mendapat bag�an berupa 
has�l dar� pengelolaan objek w�sata 
Tanah Lot.

3.2 Perjanjian Kerjasama 
Pengelolaan Pariwisata Tanah 
Lot yang Berkeadilan bagi 
Desa Pakraman Beraban
Perjanj�an menjad� suatu 

hal yang pent�ng se�r�ng dengan 
pertumbuhan dan perkembangan 
ekonom� saat �n�. Dalam perjanj�an 
kerjasama pengelolaan par�w�sata 

Tanah Lot antara Pemer�ntah Daerah 
Kabupaten Tabanan dengan Desa 
Pakraman Beraban Nomor 12 tahun 
2011 tentang Pengelolaan Daya Tar�k 
W�sata Tanah Lot yang d�buat tertul�s 
dan telah d�tanda tangan� oleh kedua 
belah p�hak. Selanjutnya perjanj�an 
kerjasama yang telah d�sepakat� 
tersebut akan menjad� Undang-Undang 
bag� mereka yang membuatnya. 
Perjanj�an tersebut dalam hal �n� adalah 
ekspres� persetujuan ke�ng�nan dengan 
d�sesua�kan berguna untuk d�hormat�.

Dalam penerapan konsep 
kead�lan adalah para �nd�v�du d� 
hadapan yang la�nnya berhak atas 
kedudukan �mbale berupa kesetaraan 
atau ket�daksetaraan tertentu.  Kead�lan 
merupakan suatu dasar dan oleh 
aturan hukum berart� semata-mata 
bukanlah legal�tas formal menjam�n 
keteraturan dan kons�stens� dalam 
pelaksanaan peraturan tetap� kead�lan 
yang berdasarkan pada pengenalan 
supremas� n�la� kepr�bad�an seseorang 
dan �nst�tus� menyed�akan b�ngka� 
kerja untuk ekspres� yang penuh.17 
Kead�lan dalam perasaan yang pal�ng 
luas terd�r� dar� tata tert�b hubungan 
manus�a berdasarkan pr�ns�p umum 
kead�lan yang d�terapkan.

Kead�lan merupakan suatu yang 
abstrak, subjekt�f karena kead�lan 
menyangkut n�la� et�s yang d�anut oleh 
mas�ng-mas�ng �nd�v�du.  Kead�lan 
berlawanan dengan pelanggaran 
hukum, peny�mpangan, ket�daktetapan, 

17 Morr�s G�nsberg, Keadilan Dalam Masyarakat, 
(Bantul: Pondok Edukas�, 2003), hlm . 35
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ket�dakpast�an, keputusan yang t�dak 
terduga, t�dak d�batas� oleh peraturan, 
s�kap mem�hak dalam penerapan aturan, 
aturan yang mem�hak atau sewenang-
wenang mel�batkan d�skr�m�nas� yang 
t�dak berdasar ya�tu d�skr�m�nas� yang 
berdasarkan perbedaan yang t�dak 
relevan.  Keterka�tan antara kead�lan 
dan ket�dakad�lan dalam pember�an 
gant� rug� dengan pr�ns�p ‘perlakukan 
hal-hal yang serupa dengan cara yang 
serupa dan hal-hal yang berbeda 
dengan cara yang berbeda’ terletak 
pada keyak�nan moral bahwa mereka 
yang d�kena� hukum juga mem�l�k� 
hak �mbale bal�k agar orang la�n 
t�dak men�mpakan t�ndakan tertentu 
yang merug�kan mereka. Struktur 
hak dan kewaj�ban semacam �n� yang 
mencegah terjad�nya kerug�an yang 
besar dalam masyarakat sos�al. Dalam 
teor� kead�lan dapat memer�ksa apakah 
hak dan kewaj�ban yang d�ter�ma 
dalam suatu masyarakat dalam pr�ns�p 
kead�lan formal untuk members�hkan 
dar� elemen-elemen kesewenangan, 
d�skr�m�nas� yang tak berdasarkan 
pada perbedaan yang relevan.

Dengan mempert�mbangkan 
kead�lan yang seharusnya d�ber�kan 
pada Desa Pakraman Beraban maka 
penul�s berpendapat bahwa seharusnya 
d�rev�s� substans� perjanj�an kerjasama 
II tersebut, yang terdapat pada pasal 8 
dan 9 Ayat (1), sebaga� ber�kut:
Pasal 8
B�aya
(1) B�aya pengelolaan Daya Tar�k 

W�sata Tanah Lot terd�r� dar� 

b�aya operas�onal manajemen 
dan pembangunan;

(2) B�aya operas�onal manajemen 
d�anggarkan set�ap tahun 
berdasarkan rapat badan 
pengelolaan dan d�tetapkan 
dengan keputusan ketua umum 
badan pengelola;

(3) Perubahan b�aya operas�onal 
manajemen d�lakukan sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan 
sekal� berdasarkan rapat badan 
pengelola;

(4) Penggunaan b�aya operas�onal 
manajemen sebaga�mana 
d�maksud pada ayat (1) d�gunakan 
untuk gaj�/upah pengurus 
dan/atau karyawan/karyawat� 
manajemen operas�onal, honor 
pengurus badan pengelola, b�aya 
rut�n dan b�aya la�n-la�n yang 
sah.

Pasal 9
Pembag�an has�l
(1) Bahwa dar� has�l pendapatan 

bruto setelah d�kurang� dengan 
b�aya-b�aya sebaga�mana 
d�maksud dalam pasal 8, maka 
para p�hak sepakat mengatur 
has�l pembag�an sebaga� ber�kut 
:

a. Pemer�ntah Daerah Kabupaten 
Tabanan sebesar 50% (l�ma 
puluh persen);

b. Desa Pakraman Beraban sebesar 
25% (dua puluh l�ma persen);

c. Pura Luhur Tanah Lot sebesar 
10,5% (sepuluh koma l�ma 
persen);
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d. Pura-pura terka�t d� kawasan 
tempat daya tar�k w�sata Tanah 
Lot sebesar 7,5% (tujuh koma 
l�ma persen); dan

e. Desa Pakraman se-kecamatan 
Ked�r� 6, 5% (enam koma l�ma 
persen).
Seh�ngga member�kan kead�lan 

bag� Desa Pakraman Beraban yang 
mempunya� tugas yang berat dalam 
menjaga kesuc�an, kelestar�an DTW 
Tanah Lot. Tugas �tu pun d�laksanakan 
send�r� oleh masyarakat Desa Pakraman 
Beraban dan Pengempon pura. Dan juga 
fungs� dasar dar� perjanj�an kerjasama 
adalah memenuh� kebutuhan hukum 
para p�hak yang membuat perjanj�an, 
t�dak sekedar hanya mengatur, 
namun juga member�kan keleluasaan 
dan kebebasan sepenuhnya kepada 
para p�hak untuk menentukan apa 
yang menjad� kebutuhan mereka 
sebaga� dasar penstrukturan mater� 
perjanj�an yang d�buat. Latar belakang 
atau ras�o perjanj�an adalah tujuan 
perjanj�an, ya�tu pertukaran yang ad�l. 
Pertukaran yang ad�l terjad� apab�la 
dalam hubungan tersebut terwujud 
perjanj�an yang ber�s� prestas� dengan 
�mbangan kontrak prestas�. Pertukaran 
kepent�ngan (prestas�-kontra prestas�) 
merupakan kerangka dasar perjanj�an 
yang menentukan wujud pertukaran 
hak dan kewaj�ban yang propors�onal.

IV.  KESIMPULAN
1.   Perjanj�an kerjasama pengelolaan 

par�w�sata Tanah Lot antara 
Pemer�ntah Daerah Kabupaten 

Tabanan dengan Desa Pakraman 
Beraban t�dak member�kan 
kese�mbangan hak bag� para 
p�hak dalam perjanj�an tersebut 
karena Kabupaten Tabanan 
mem�l�k� kedudukan yang leb�h 
t�ngg� dar� Desa Pakraman 
Beraban, seh�ngga hak yang 
d�ber�kan kepada Desa pakraman 
t�dak sama, Ket�dakse�mbangan 
tersebut juga d�karenakan 
Pemer�ntah Daerah Kabupaten 
Tabanan �ng�n mengelola send�r� 
daerah tujuan w�sata Tanah Lot 
tersebut, yang sesua� dengan 
Pasal 12 Ayat 3 UU Pemer�ntah 
daerah.

2. Perjanj�an kerjasama pengelolaan 
par�w�sata Tanah Lot yang 
berkead�lan adalah dengan 
melakukan rev�s� terhadap 
substans� perjanj�an kerjasama 
II pada pasal 8 dan 9 Ayat 
(1), dengan menerapkan asas 
persamaan hukum dan asas 
kese�mbangan.
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